BUPATI BOLAANG M

ONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR ...%i.. TAHUN 2017
TENTANG

TATA CARA PENETAPAN RINCIAN, PEMBAGIAN, PENGALOKASIAN,

PENYALURAN DANA DESA (DD)

DAN EVALUASI PENGGUNAAN DAN PENYERAPAN DANA DESA (DD)

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir
kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang
Mongondow Timur tentang Tata Cara Penetapan
Rincian, Pembagian, Pengalokasian, Penyaluran Dana
Desa (DD), dan Evaluasi Penggunaan serta Penyerapan

Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017;

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4875);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana  Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
secbagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang tentang Dana Desa yang bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 05558) sebagaimana diubah terakhir kali
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari APBN (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
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13.

14.

16.

17.

18.

19,

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2017,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Naerah sehagaimana telah dinhah bphprnpn kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun

2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2093);

. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian.
Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi
Dana Desa, sebagimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/
PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian,
Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi
Dana Desa, (Berita Negara Republik Indonesia tahun
2015 Nomor 1967), sebagaimana diubah terakhir kali
dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indenesia Neomor 49/PMK.07/2016 Tentans Tata
Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016
tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2017;
Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok
Fengelvlaan neuangail Dacial,

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur Tahun Anggaran 2017;
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20. Peraturan Rupati Kahupaten Rolaang Mongondow
Timur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penjabaran
Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun

Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang
Madan N - ko e Dicvandne Pl T P,

Da Da
- T A A A A WAL LA pruLss AviLLwArLany A wassmruAE Atassy

Pengalokasian, Penyaluran Dana Desa (DD), dan
Evaluasi Penggunaan Serta Penyerapan Dana Desa
(DD) Tahun Anggaran 2017

RAR T
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1\
St/

(2)

(3)

(4)

(6)

Daerah adaloh Kabupaten Bolaang Mongeondew Timur.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan
Negala Kesaiuan Republik Tndouesia.

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan
untuk membiavai penvelenggaraan Pemerintahan., peleksanaan
pembangnan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat.

Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima
oleh setiap Desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari
anggaran Dana Desa dengan jumlah Desa secara Nasional.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistim Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia,
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(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Sangadi adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya
dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Pemerintah Desa adalah Sangadi atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa.

Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat
APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja Negara dalam rangka
mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan,
dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai
dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam
memberdayakan masyarakat.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli
Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran dan pendapatan
belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan,
pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan

Peraturan Bupati Bolaang Hengondow Timur Tahun Anggaran 2007 5




disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan
dengan Peraturan Desa.

(20) Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKDes, adalah
rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang
menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

(21) Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-Undangan yang
ditetapkan oleh Sangadi setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

{22) Bantuan Keuangan Desa lainnya adalah Pemberian oleh Pemerintah,
Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan atau pihak lain kepada
Pemerintah Desa, kelompok masyarakat dan atau masyarakat berupa
uang, dan atau barang dan jasa untuk menunjang pelaksanaan
Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang bertujuan
untuk peningkatan kesejateraan masyarakat Desa.

(23} Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan
Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk :

a. Memberikan acuan Program dan Kegiatan bagi penyelenggaraan
kewenangan hak asal usul dan kewenangan Lokal berskala Desa yang
dibiayai oleh Dana Desa;

b. Sebagai acuan pedoman teknis Pemerintah Desa dalam melaksanakan
penggunaan dana Desa;

c. Sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Pasal 3

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :

a. Keadilan dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga
Desa tanpa membeda-bedakan;

b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang
lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan
kepentingan sebahagian besar masyarakat Desa;

c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul
dan kewenangan lokal berskala Desa;

d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas
masyarakat;

e i~ T R
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e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan
pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya
alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga
Desa dan kearifan lokal; dan

f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan
karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi
Desa yang khas serta perubahan atau perkembangan kemajuan Desa.

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 4

(1) Prioritas Penggunaan Dana desa untuk membiayai pelaksanaan
program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan
N Pemberdayaan Masyarakat Desa.
(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
di publikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang
publik atau ruang yang dapat diakes masyarakat Desa.

Pasal 5

(1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang
disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

(2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Desa dan APB-Desa.

(3) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan

. Belanja Desa sebagaimana pada ayat (2] ditetapkan dalam Peraturan

Desa.

Bagian Kesatu

Bidang Pembangunan Desa
Pasal 6

(1) Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang
ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan
kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas
penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan
kegiatan Pembangunan Desa, meliputi :

m
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2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan
pemasaran yang diarahkan pada upaya ~mendukung
pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif,
usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha
ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa
satu produk unggulan.

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa
pada:

1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur
ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi
dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi
pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan
pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada
kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan

2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan
sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan
pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa
terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan
pembangunan pada:

1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur
ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi
dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha
ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk
ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan
kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan

2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan
sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan
pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses
masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan
lingkungan.

(2) Tipologi Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
Keputusan Bupati

e ————
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a. Pengadaan, Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan
infrastruktur sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan
kebutuhan:

1. Lingkungan pemukiman;

2. Transportasi;

3. Energi; dan

4. Informasi dan komunikasi.

b. Pengadaan, pembangunan, . pengembangan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan
kebutuhan:

1. Kesehatan Masyarakat;

2. Pendidikan dan kebudayaan.

¢. Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung
Ekonomi untuk Desa yang meliputi:

1. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan
pangan;

2. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan
pada kebjjakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi
aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan

3. Usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan
pada kebijakan satu desa satu produk ungulan yang meliputi
aspek produksi, distribusi dan pemasaran.

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan
sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:

1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;

2. Penanganan bencana alam;

3. Penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan

4. Pelestarian lingkungan hidup.

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan
sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan

ditetapkan dalam musyawarah desa

Pasal 7

(1) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa
yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa
berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan
kegiatan pembangunan Desa pada:
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan
sarana prasarana dasar; dan

.— . .. __________________ oo
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Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 8

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan
kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi
dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara
mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan
meliputi antara lain :

a.

®po o

peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;

pengembangan kapasitas masyarakat Desa;

pengembangan ketahanan masyarakat Desa;

pengembangan sistem informasi Desa;

dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang
pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta
pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa
penyandang disabilitas;

dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;

dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan
bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;

dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomt produktif yang
dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;

dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat,
koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak
ketiga; dan

bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai
dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 9

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa
berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

a.

Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan
kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung
Ekonomi Desa yang meliputi:

1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa
Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui
pemberian askes modal, pengelolaan produksi, distribusi dan
pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan
usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa
satu produk unggulan; dan

2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi
masyarakat Desa.

e ——
Peraturan Bupati Baloang Hongandow limur Iabun Anggaran 2607 10

t




b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat
Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:

1. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa
Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi,
distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala
produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha
ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu

) produk unggulan;

2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan
pembentukan wirausahawan di Desa; dan

3. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi
masyarakat Desa.

c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan
pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi
Desa yang meliputi:

1. Perluasan/ekspansi  usaha ekonomi  warga/kelompok  dan
BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal,
pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi
pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan,
dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu
Desa satu produk unggulan;

2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;

3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa

4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan
hidup bagi masyarakat Desa;

d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang
maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan
pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan
Jaring Komunitas WiraDesa yang meliputi:

1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di
bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak,
serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat
Desa penyandang disabilitas;

2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup

3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan
bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;

4, pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam
mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan

5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola
Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang
maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan
pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan
Lingkar Budaya Desa yang meliputi:

1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan
peraturan hukum di Desa;

2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk
mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan

3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

e ——————————————————
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Pasal 10

Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan Desa untuk
penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa menggunakan data
Indeks Desa Membangun (IDM).

Bagian Ketiga
Penggunaan
Pasal 11

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara
swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari
masyarakat Desa setempat.

(2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang
berdasarkan Tipologi dan potensi yang dimiliki Desa untuk dapat
dikembangkan.

(3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana
Desa.

(4) Pedoman umum pelaksanaan prioritas pengunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana terlampir pada
peraturan Bupati ini, yang disesuaikan dengan lampiran Peraturan
Menteri Desa dan PDT Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan
Prioritas Dana Desa Tahun 2017.

Pasal 12

Pedoman umum Prioritas Dana Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, mengacu pada Pedoman
Umum Pelaksanaan Proiritas Dana Desa yang ditetapkan pada lampiran
Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak
termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) setelah mendapat persetujuan
Bupati.

(2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

(3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2},
Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang
menjadi prioritas telah terpenuhi dan/ atau kegiatan pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
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(5)

(6)

Pasal 14

Sangadi bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pendamping Desa dapat
melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

BAB IV
PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA
Pasal 15

Berdasarkan rincian Dana Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow
Timur, Bupati menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap
Desa.
Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :
a. Alokasi Dasar; dan
b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk
Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat
kesulitan geografis setiap Desa.
Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a dihitung dengan cara membagi total Dana Desa
Kabupaten, dikali 90% dan di bagi jumlah Desa yang ada di Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur.
Dalam hal jumlah Desa di Kabupaten berbeda dengan jumlah Desa
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, Bupati menyampaikan
pemberitahuan mengenai perbedaan jumlah Desa tersebut kepada
Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan.
Dalam hal jumlah Desa di Kabupaten lebih sedikit dibandingkan
dengan jumlah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri, Bupati menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap
Desa berdasarkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten setelah
dikurangi dengan jumlah Alokasi Dasar untuk selisih jumlah Desa
dimaksud.
Dalam hal jumlah Desa di kabupaten lebih banyak dibandingkan
dengan jumlah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Bupati menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap
Desa berdasarkan jumlah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri.
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(2)

(3)

(4)

(1)

Pasal 16

Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi yang dihitung
dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas
wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) huruf b menggunakan bobot sebagai berikut:

f.  25% (dua puluh lHma per seratus) untuk jumlah penduduk;

g 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;

h. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan

i.  30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh
jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.

Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
W = {{0,25 x Z) + (0,35 x Z2) + (0, 10 x Z3) + (0,30 x Z4)} x (DD kab — AD kab)

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk,

angka kemiskinan, lnas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa

di Kabupaten;

Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa

kabupaten yang bersangkutan;

Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk

miskin Kabupaten yang bersangkutan;

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten
yang bersangkutan;

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Kabupaten yang
bersangkutan;

DDkab = Pagu Dana Desa kabupaten;

ADKab = Besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah

Desa dalam Kabupaten;
Besaran perhitungan rincian Dana Desa Per-Desa di Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur, tercantum pada Lampiran III dan

Zl

z2

merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

BAB V
MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN
Bagian Kesatu
Tahapan Penyaluran
Pasal 17

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari
RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari
RKUD ke RKDes.
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Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan

secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tahap I, pada Bulan April sebesar 60% (enam puluh per seratus);
dan

b. Tahap II, pada Bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per
seratus);

Penyaluran Dana Desa setiap Tahap sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang

bersangkutan.

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKDes dilakukan paling lambat 7

(tujuh) hari kerja setelah Dana Desa di terima di RKUD.

Bagian Kedua
Penyaluran Dana Desa Dari RKUD ke RKDes
Pasal 18

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKDes dilaksanakan oleh Bupati

melalui SKPD Teknis terkait.

Penyaluran Dana Desa Tahap 1 dilakukan setelah Sangadi

menyampaikan:

a. Permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I sebesar 60% dari
total Dana Desa Per Desa kepada Bupati
c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;

b. Peraturan Desa mengenai APBDes kepada Bupati melalui SKPD

Teknis;

c. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran
sebelumnya;

d. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran yang
akan dilaksanakan;

e. RKADes atau sebutan lain bersama arus kas penggunaan Dana
Desa Tahun Anggaran yang akan dilaksanakan.
Setelah dokumen administrasi disampaikan ke DPMD Kabupaten,
kemudian di lakukan verifikasi kelayakan dokumen oleh DPMD dan
dibuatkan surat pengantar yang ditandatangani oleh kepala Dinas
PMD untuk proses penyaluran Dana Desa Tahap I dari RKUD ke
RKDes.
Sangadi menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) kepada Bupati melalui SKPD teknis paling lambat minggu kedua
bulan Maret.
Dalam hal penyaluran Dana Desa Tahap | telah dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten ke Desa, maka Desa diwajibkan untuk segera
melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai
dengan RKADes.

e
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(6)

(7)

(8)

(1)

(3)

(4)

(3

(6)

Setelah program dan kegiatan Dana Desa Tahap I dilaksanakan, maka
Desa  wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban
pelaksanaannya paling lambat Bulan Juli Tahun Anggaran berkenaan.
Laporan penggunaan Dana Desa Tahap I menunjukkan paling kurang
Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per
seratus).

Laporan penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) adalah laporan penggunaan Dana Desa semester .

Pasal 19

Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Sangadi
menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa Tahap I kepada Bupati
melalui SKPD teknis.

Penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disertai dokumen :

a. Permohonan pencairan Dana Desa Tahap II sebesar 40 % dari
total Dana Desa per Desa kepada Bupati Cq. Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I;

BKU;

Rekening Koran dari Bank;

Foto Copy SPP Pencairan Tahap I; dan

Dokumen SPJ Penggunaan dana Tahap I untuk dievaluasi.

Setelah dokumen administrasi disampaikan ke Dinas PMD Kabupaten
kemudian dilakukan verifikasi kelayakan dokumen untuk segera di
lakukan penyaluran Dana Desa tahap I dari RKUD ke RKDes dengan
membuatkan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Dinas
PMD.

Dalam hal penyaluran Dana Desa Tahap II telah dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten ke Desa, maka Desa diwajibkan untuk segera
melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai
dengan RKADes.

Setelah program dan kegiatan Dana Desa Tahap Il dilaksanakan,
maka Desa wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban
pelaksanaannya paling lambat Bulan Desember Tahun Anggaran
Berkenaan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyertakan dokumen:
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap II;

BKU;

Rekening Koran dari Bank;

Foto Copy SPP pencairan Tahap II; dan

Dokumen SPJ penggunaan Dana Desa Tahap II untuk dievaluasi.

me e o
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(7)

(8)

(1)
(2)

(3}

Laporan penggunaan Dana Desa Tahap Il menunjukkan paling kurang
Dana Desa dari Total dana Tahap I dan Tahap II telah digunakan
sebesar 70% (tujuh puluh per seratus].

Laporan penggunaan Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) adalah laporan penggunaan Dana Desa semester II.

Pasal 20

Pelaksanaan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKDes dilakukan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam hal terdapat Desa terpencil yang belum terjangkau dengan
layanan perbankan, Bupati dapat mengatur lebih lanjut mengenai
penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKDes melalui Peraturan Bupati.
Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 21

Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-
Undangan dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai 1 Januari
sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

(2)

3)

(1)

Pasal 22

Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung
dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat
pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul
dari penggunaan bukti dimaksud.

Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat
dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDes
ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan
pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan
pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan
ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VII
EVALUASI
Pasal 23

Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan, pengeloalaan,
penyerapan dan pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa.

e ——————
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(2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bupati mendelegasikan kepada Tim Evaluasi secara berjenjang.

Pasal 24

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dilakukan terhadap:

a. Tata cara penyusunan RPJMDes;

b. Penyusunan dan pengelompokan kegiatan dalam RKPDes;

¢. Penyusunan dan pengelompokan program dan kegiatan dalam RAB
atau RKADes/ DPADes;

d. Pelaksanaan Program dan kegiatan berdasarkan RKPDes dan
RKADes/DPADes;

e. Realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa.

Pasal 25

(1) Evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan untuk memastikan pembagian
Dana Desa setiap Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

(2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian peruntukan pembagian dan
penetapan rincian Dana Desa, Bupati meminta untuk melakukan
perubahan Peraturan Desa mengenai tata cara pembagian dan
penetapan rincian Dana Desa.

(3) Perubahan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Bupati c.q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa.

(4) Perubahan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap berikutnya.

Pasal 26

(1) Sangadi dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan
laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II dan
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli Tahun
Anggaran berjalan dan Realisasi penyerapan Dana Desa tahap I
diatas 50 %;

b. Tahap Il paling lambat minggu keempat bulan Desember Tahun
Anggaran berjalan dan realisasi dari total Dana Desa Tahap I dan
Tahap II diatas 70%;

e —
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(3)

(4)

()

(1)

(2)

c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat
minggu keempat bulan Februari Tahun Anggaran berikutnya dan
total realisasi diatas 70 %.

Pasal 27

Dalam Tahap evaluasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa yang
dilaksanakan oleh Desa terdapat permasalahan, maka akan ada sangsi
berupa penundaan pencairan Dana Desa Tahap berikutnya.

Apabila permasalahan yang ditemui sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1), telah diperbaiki, maka penundaan pencairan tidak berlaku
lagi dan dana yang tertunda akan dicairkan pada Tahap berikutnya.

Pasal 28

Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Sangadi tidak
menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi dan pertanggung
jawaban penggunaan semester sebelumnya.

Penundaan sebagaimana dimaksud ayat {1) dilakukan sampai dengan
disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan
Tahun Anggaran sebelumnya.

Bupati meminta penjelasan penggunaan Dana Desa kepada Sangadi
dan atau meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah
melakuan pemeriksaan bila ditemukan penyimpangan pelaksanaan
yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan APIP/Inspektorat.

SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus)
dari Dana Desa yang diterima Desa.

Penyerapan dan penyaluran Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada
Menteri Keuangan c¢.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
tembusan kepada gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Hal - hal yang belum diatur pada Peraturan Bupati ini, terkait dengan
pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan Dana Desa akan diatur
kemudian dengan Keputusan Bupati.

Dengan ditetapkanya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati
Nomor 16 tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan dan Tata Cara
Pengalokasian, Penyalurandan Evaluasi Dana Desa (DD) Tahun
Anggaran 2016 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
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BAB IX

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

(1) Hal - hal yang belum diatur pada Peraturan Bupati ini, terkait dengan
pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa akan
diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

(2) Dengan ditetapkanya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan
Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 25
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di : Tutuy,
Pada tanggal : | F=fW 2017

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR (.

EHAN, DJAR
Diundangkan d1 ’I‘ut .
Pada tanggal,
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LAMPIRAN |
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN RINCIAN, PEMBAGIAN, PENGALOKASIAN,
PENYALURAN DANA DESA (DD) DAN EVALUASI PENGGUNAAN DAN
PENYERAPAN DANA DESA (DD) TAHUN ANGGARAN 2017

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017

SISTEMATIKA

BABI
PENDAHULUAN

BABII

POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENETAPAN RIORITAS PENGGUNAAN DANA
DESA

A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

B.PENGATURAN DANA DESA
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BABI
PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya
disebut UUDesa] memandatkan Desa adalah kesatuan masyarakat
Hokum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atauhak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa
Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai subyek hukum
menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumber daya
yvang menjadi miliknya.Karenanya,Dana Desa sebagai bagian pendapatan
Desa pada dasarmya merupakan milik Desa sehingga penetapan
penggunaan Dana Desa merupakan kewenangan Desa. Namun demikian,
UU Desa juga memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.
Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dimaksud
menggambarkan Desa sebagai unit pemerintahan. Kewenangan Desa
diatur berdasarkan aturan hukum yang ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari pada Peraturan
Desa.

Berjalannya penggabungan fungsi Desa sebagai subyek - hukum dan
Desa sebagai unit pemerintahan dapat ditegaskan apa bila kewenangan
Desa sudah dipastikan terlebih dahulu. Selanjutnya dalam Pasal 5 dalam
UU Desa disebutkan bahwa Desa  berkedudukan di  wilayah
Kabupaten/Kota. Pengaturan Pasal 5 dalam UU Desa ini memastikan
bahwa Desa merupakan komunitas yang memiliki keberadaan yang unik
dan berbeda mengikuti sejarah Desa itu sendiri. Takakelola Desa yang satu
dengan Desa lainnya berbeda-beda karena Desa sejatinya komunitas yang
unik/khas.

Desa dimandatkan oleh UU Desa untuk dikelola secara demokratis.
Masyarakat Desa secara demokratis memilih Kepala Desa dan anggota
BPD yang selanjutnya akan bertanggungjawab dalam mengelola
pemerintahan Desa. Kepala Desa menjadi pimpinan pemerintah Desa
sedangkan BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat.
UU Desa juga memandatkan bahwa terkait hal-hal strategis di Desa harus
dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan
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oleh BPD. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa
untuk merumuskan kebijakan Pemerintah Desa. Dengan demikian, UU
Desa memandatkan penggabungan demokrasi perwakilan yang
diwujudkan melalui pemilihan kepala Desa dan pemilihan anggota BPD
dengan demokrasi musyawarah mufakat yang diwujudkan denan
penyelenggaraan musyawarah Desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dikelola berdasarkan
Tata Kelola Desa yang Demokratis. Karenanya, penetapan prioritas
penggunaan Dana Desa akandilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan
memberi manfaat bagi masyarakat Desa dengan syarat Kepala Desa, BPD
dan seluruh masyarakat Desa berhasil menghadirkan Tata Kelola yang
Demokratis.

Pedoman umum penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 2017
sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa untuk mengelola penetapan
prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan Tata Kelola Desa
yang Demokratis

e ———————
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BABII

PENGATURAN DANA

A. MAKSUD,TUJUANDANMANFAAT
1. Maksud

Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2017 ini diharapkan menjadi arah kebijakan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa.

2. Tujuan
a. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada
bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

N b. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan yang
menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa untuk tahun

2017,

3. Manfaat

a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam
melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam
menetap kanprioritas penggunaan Dana Desa; dan

b. sebagai pedoman bagi Desa dalam menetapkan prioritas
penggunaan Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang
undangan.

B. PENGATURAN DANA DESA

/ 1. Penetapan Penggunaan Dana Desa berdasarkan Kewenangan Desa
Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dibatasi pada
URUSAN kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan
kewenangan Iokal berskala Desa. Tata cara penetapan
kewenangan Desa dimaksud diatur berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya
Pasal 37. Tata cara penetapan kewenangan Desa adalah sebagai
berikut:

a. Pemerintah daerah kabupaten melakukan identifikasi
dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asalusul dan
kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa;

e ____]
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b. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan
Desa, bupati menetapkan peraturan Bupati tentang daftar
kewenangan berdasarkan hak asal usul dankewenangan lokal
berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

c. Peraturan Bupati dimaksud ditindaklanjuti oleh Pemerintah
Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala
Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus
berdasarkan kewenangan Desa yang sudah ditetapkan dengan
peraturan Desa. Karenanya, kegiatan yang dibiayai Dana Desa
wajib masuk dalam daftar kewenangan Desa. Dengan demikian,

Desa berwewenang membuat peraturan Desa yang mengatur

tentang penggunaan Dana Desa untuk membiayai kegiatan di

Desa.

Penetapan Penggunaan Dana Desa sebagai Bagian Perencanaan

Desa

UU Desa memandatkan bahwa Pemerintah Desa
menyusun perencanaan Pembangunan Desasesuai dengan
kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan
pembangunan Kabupaten. Perencanaan Pembangunan Desa
disusun secara berjangka yaitu Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKPDesa). Kedua dokumen perencanaan Desa

dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang menjadi

dokumen perencanaan di Desa. RPJMDesa dan RKPDesa
merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDesa). Dana Desa merupakan salah satu
sumber pendapatan Desa yang termuat dalam APBDesa.

Perencanaan penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari

mekanisme perencanaan Desa yaitu mulai dari penyusunan

RPJMDesa, RKPDesa dan APB Desa. Kegiatan-kegiatan yang

dibiayai Dana Desa harus menjadi bagian dari RPJMDesa,

RKPDesa dan APBDesa.

Penetapan Penggunaan Dana Desa melalui Musyawarah Desa

Perencanaan Desa dilaksanakan berdasarkan kewenangan

Desa yang pengambilan keputusannya harus dilaksanakan

melalui Musyawarah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD),

Pemerintah Desa dan unsur masyarakat menyelenggarakan

musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati hal yang

bersifat strategis dan berdasarkan kewenangan Desa yang
dibiayai dana Desa. Oleh karena itu, penetapan penggunaan

. . e ]
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Dana Desa yang sesuai mandat UU Desa dibahas dan disepakati
dalam musyawarah Desa.

BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang hadir
dalam musyawarah Desa membahas dan menyepakati penetapan
penggunaan Dana Desa. Daftar kegiatan yang disepakati untuk
dibiayai dengan Dana Desa dijadikan dasar oleh BPD dan
Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan
Desa melalui PeraturanDesa.

4. Penggunaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Desa

Penetapan  kebijakan Pemerintahan Desa tentang
penggunaan Dana Desa dalam bentuk Peraturan Desa yang
disusun oleh Kepala Desa dan BPD. BPD bersama Kepala Desa
berkewajiban memastikan keputusan Musyawarah Desa tentang
penggunaan Dana Desa untuk menjadi dasar dalam penyusunan
Peraturan Desa tentang RKPDesa dan Peraturan Desa tentang
APBDesa. Keputusan musyawarah Desa harus menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat Desa yang menjadi dasar
dalam penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang RKPDesa dan Peraturan Desa
tentang APB Desa disusun sesuai dengan kepentingan
masyarakat umum dan dengan mentaati peraturan hukum yang
lebih tinggi. Karenanya, pengaturan penggunaan Dana Desa
didalam RKPDesa dan APBDesa yang bertentangan dengan
kepentingan masyarakat umum dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebihtinggi wajib dibatalkan oleh
bupati.

C.  URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN
1. Mandat Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan perundang-undangan yangl ebih tinggi dari
Peraturan Desa terkait penggunaan Dana Desa adalah Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal
19 ayat (1) peraturan pemerintah dimaksud mengatur bahwa Dana
Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk
membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Karenanya, kegiatan yang diproritaskan untuk dibiayai Dana Desa

e —
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harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat Desa yang dimandatkan UU Desa.
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa
UU Desa menjelaskan tujuan pembangunan Desa adalah
meningkatkan kesejah teraanmasyarakat Desa dan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan
kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa,
pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber
daya alam dan lingkungan secaraberkelanjutan.Kegiatan-
kegiatanpembangunanDesayang dapat dibiayai DanaDesa

adalahsebagai berikut:

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana prasaranaDesa.
1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan

pemeliharaan  sarana dan prasarana lingkungan

pemukiman, antara lain:

a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk
fakir miskin;

b) selokan;

¢) tempatpembuangansampah;

d) gerobak sampah;

€) kendaraanpengangkut sampah;

. {) mesinpengolahsampah;dan

g} saranaprasaranalingkunganpemukimanlainnyayangsesuai
dengananalisiskebutuhandan kondisiDesayangdiputuskan
dalam musyawarah Desa.

2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan
danpemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara
lain:

a) tambatanperahu;
b)jalan pemukiman;

c) jalan poros Desa;

d) jalan Desa antara permukiman kewilayah pertanian;

e) jalan Desa antara permukiman kelokasi wisata;

f) jembatan Desa;

g) gorong-gorong;

h) terminal Desa; dan

i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai
dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa.

e e —
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3)

4)

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:

a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;

b) pembangkit listrik tenaga diesel;

c) pembangkit listrik tenaga matahari;

d) instalasi biogas;

€] jaringan distribusi tenaga listrik;dan

f) sarana prasaranaenergi lainnya yang sesuai dengan
analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan
dalam musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara

lain:

a) jaringan intermet untuk warga Desa;

b) websiteDesa;

c) peralatan pengeras suara (loudspeaker);

d) telepon umum;

e} radio Single Side Band (SSB); dan

f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan
analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan
dalam musyawarah Desa.

b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan
Sosial Dasar.

1)

2)
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Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan

pemeliharaan sarana prasaranakesehatan,antara lain:

a) air bersih berskala Desa;

b) sanitasi lingkungan;

¢) jambanisasi;

d) mandi, cuci, kakus (MCK);

e) mobil /kapal motor untuk ambulance Desa;

) alat bantu penyandang disabilitas;

g) pantirehabilitasi penyandangdisabilitas;

h) balai pengobatan,

i) posyandu; dan

J) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan
analisis kebutuhan dankondisi Desa yang diputuskan
dalam musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan

pemeliharaan  sarana  prasarana pendidikan dan

kebudayaan antara lain:

a) taman bacaan masyarakat;

b) bangunan PAUD;

)




¢) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;

d) wahana permainan anak di PAUD;

e} taman belajar keagamaan;

f) bangunan perpustakaan Desa;

g} buku/bahan bacaan;

h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;

i) sanggar seni;

j) film dokumenter;

k) peralatankesenian; dan

) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya
yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa
yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.
1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan

pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian

untuk ketahanan pangandan usaha pertanian berskala

produktif yang difokuskan pada kebijakan satuDesa satu

produkunggulan,antara lain:

a} bendunganberskala kecil

b) pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem
pengairan,;

c) irigasi Desa;

d) percetakan lahan pertanian;

e) kolam ikan;

f) kapal penangkap ikan,

g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;

h) tambak garam,;

i) kandang ternak;

}) mesin pakan ternak;

k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian
(saprotan); dan

I} sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai
dengan analisis kebutuhan dankondisi Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana pengolahan hasilpertanian untuk
ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan
pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara
lain:

e
e _________________________ T
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3)

4)

5}

a) pengeringan hasil pertanian seperti:l antai jemur gabah,
jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;

b) lumbung Desa;

c) gudang pendingin {coldstorage); dan

d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian
lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan
kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang

difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk

unggulan, antara lain:

a) mesinjahit;

b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;

¢) mesin bubut untuk mebeler; dan

d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya
yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa
yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan

saranadan prasarana pemasaran yang difokuskan pada

kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:

a) pasar Desa;

b) pasar sayur;

c) pasar hewan;

d) tempat pelelangan ikan;

e) toko online;

f) gudang barang; dan

g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai
dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:

a) pondok wisata;

b) panggung hiburan;

¢) kios cenderamata;

d) kios warung makan;

e) wahana permainan anak;

f) wahana permainan outbound,

g) taman rekreasi;

h) tempatpenjualantiket;

i) rumah penginapan;

j] angkutan wisata; dan

k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai
dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang

diputuskan dalam musyawarah Desa.
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6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana Tekmologi Tepat Guna (TTG) untuk
kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu
Desa satu produk unggulan,antara lain:

a) penggilingan padi;

b) peraut kelapa;

c) penepung biji-bijian;

d) pencacah pakan ternak;

e} sangrai kopi;

f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;

g) pompa air;

h) traktor mini; dan

i) sarana danprasarana lainnya yang sesuai dengan
analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan
dalam musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan
hidupa ntara lain:

1) pembuatan terasering;

2) kolam untuk mata air;

3) plesengan sungai;

4) pencegahan abrasi pantai; dan

5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup
lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi
Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam
dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

1} pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung
berapi;

2) pembangunan gedung pengungsian;

3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana
alam;

4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang
terkena bencana alam;dan

5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang
lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa
yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

e —
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3. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan
masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa
dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuant
atakelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan
lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya
pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku,
kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui
penetapan kebijakan, program, kegiatan,dan pendampingan yang
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan
masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat

Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial

Dasar
1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat,
antara lain:

a) penyediaan air bersih;

b) pelayanan kesehatan lingkungan;

¢) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi
balita dan anak sekolah;

d} pengelolaan balai pengobatan Desa;

e) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;

) pengobatan untuk lansia;

g) fasilitasi keluarga berencana;

h) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang
disabilitas; dan

i) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat
Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan
kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) pengelolaan  kegiatan pelayanan pendidikan dan

kebudayaan antara lain:

a) bantuan insentif guru PAUD;

b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;

¢} penyelenggaraan pelatihan kerja;

d) penyelengaraan kursus seni budaya;

e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;

f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan

g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan
lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan
kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
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b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan
kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

1)

2)

4)

pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
a) pengelolaansampahberskala rumah tangga;
b) pengelolaansarana pengolahanairlimbah; dan

c} pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai
dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa.

pengelolaan transportasiDesa,antara lain;

a) pengelolaan terminal Desa;

b) pengelolaan tambatan perahu;dan

c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan
analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan
dalam musyawarah Desa.

pengembangan energi terbarukan, antara lain:

a) pengolahanlimbahpeternakanuntuk energi biogas;

b) pembuatanbioethanol dari ubi kayu;

c) pengolahanminyakgorengbekasmenjadi biodiesel;

d) pengelolaanpembangkit listriktenaga angin;dan

e) Pengembanga nenergi terbarukan lainnya yang sesuai
dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa.

pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:

a) sisteminformasiDesa;

b) koranDesa;

c) websiteDesa,

d) radiokomunitas; dan

e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang
sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa.

pengelolaan usaha ekonomi produktif serta  pengelolaan

sarana dan prasarana ekonomi

1)

pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan
pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada
kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:

a) pembibitan tanaman pangan;

b) pembibitan tanaman keras;

c) pengadaan pupuk;

d) pembenihan ikan air tawar;

€) pengelolaan usaha hutanDesa;

f) pengelolaan usaha hutan sosial;
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2)

3)

4)

g) pengadaan bibit/induk ternak;

h) inseminasi buatan;

i) pengadaanpakan ternak;dan

J) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang
sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa.

pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk

ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan

pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara

lain:

a) tepung tapioka;

b) kerupuk;

c) keripik jamur;

d) keripik jagung;

e) ikan asin;

f} abon sapi;

g) susu sapi;

h) kopi;

i) cokiat;

j) karet; dan

k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan
analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan
dalam musyawarah Desa.

pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan

pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara

lain:

a) meubelair kayu dan rotan,

b) alat-alat rumah tangga,

c) pakaian jadi/konveksi

d) kerajinan tangan;

e) kain tenun;

f) kain batik;

g) bengkel kendaraan bermotor;

h) pedagang di pasar;

i) pedagang pengepul; dan

j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai
dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa.

pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau

BUMDesa Bersama, antara lain:

a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;

b} penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa
Bersama; dan

c) penguatan  permodalan BUMDesa dan/atau
BUMDesa Bersama.,
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5) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau  BUMDesa
Bersama yang difokus kanpada kebijakan satu Desa satu
produk unggulan, antara lain:

a) pengelolaan hutan Desa;

b) industri air minum;

¢} industri pariwisata Desa;

d) industri pengolahan ikan; dan

e) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis
kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam
musyawarah Desa.

6) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa
Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha
layanan jasa, antara lain:

a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana
olahraga;

b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;

c} pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan

d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya
yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa
yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi
masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada
kebijakansaquesasatuproduk unggulan,antara lain:

a) pembentukanusaha ekonomi masyarakat;

b) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran
untuk usaha ekonomi masyarakat;dan

c) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi
lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan
kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
(TTG) untuk kemajuan ekonomi yang
difokuskankepadakebijakansatuDesasatu produkun
ggulan, antara lain:

a) sosialisasiTTG;

b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau
antar Desa

c) percontochan TTG untuk produksi pertanian,
pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan
sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan
jasa danindustri kecil; dan

d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang
sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa.
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9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa
dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada
kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:

a) penyediaan informasi harga/pasar;

b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi
masyarakat dan/atau koperasi;

¢] kerjasama perdagangan antar Desa;

d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga;dan

e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan
analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan
dalam musyawarah Desa.

d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi
bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;

2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi
bencana alam;

3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana
alam; dan

4] penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai
dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. pelestarian lingkungan hidupantara lain:

1) pembibitan pohon langka;

2) reboisasi;

3) rehabilitasi lahan gambut;

4) pembersihan daerah aliran sungai;

9) pemeliharaan hutan bakau;

6) perlindungan terumbu karang; dan

7) kegiatanlainnya yangsesuai dengan analisis kebutuhan dan
kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola

Desa yang demokratis

1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam
perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan
secara swakelola oleh Desa, antara lain:

a) pengembangan sisteminformasi Desa;

b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat;
dan

c) kegiatanlainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan
dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah
Desa.
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2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa
secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumberdaya
manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara
lain:

a) penyusunan arah pengembangan Desa;

b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan
Desa yang berkelanjutan; dan

¢) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan
dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah
Desa.

3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan
prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:

a) pendataan potensi dan aset Desa;

b) penyusunanprofil Desa/data Desa;

c) penyusunanpeta aset Desa; dan

d) kegiatan  lainnya yang sesuai dengan
analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang di
putuskan dalam musyawarah Desa.

4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang
berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga
disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal,
antara lain:

a) sosialisasi penggunaan dana Desa;

b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin,
warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok
marginal;

¢) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga
disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
dan

d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan
dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah
Desa.

5) Mengembangkan sistem transparansi dan
akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:

a) pengembangan sistern administrasi keuangan dan aset

Desa berbasis data digital;

b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang
terbuka untuk publik;

c) pengembangan  sistem informasi Desa; dan

d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan
analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang

diputuskan dalam musyawarahDesa.
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6) Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa  dan
lembaga adat, antara lain:

a) pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau
lembaga adat;

bj pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa
dan/atau lembaga adat; dan

¢} kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan
dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah
Desa.

7) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan
kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa,
antara lain:

a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa
perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam
Musyawarah Desa;

b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan

<) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan
dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah
Desa,

8) Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang
berkelanjutan, antara lain:

a) pelatihan kepemimpinan;

b) pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa;

c) pelatihan  kader pemberdayaan  masyarakat Desa;

dan

d) kegiatan  lainnya yang sesuai dengan
analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa.

9} Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas
sumber daya manusia masyarakat Desa untuk
pengembangan Lumbung Ekonomi Desa. yang
difokuskan  pada kebijakan satu Desa satu produk
unggulan, antara lain:

a) pelatihan usaha pertanian, perikanan,
perkebunan, industri kecil dan perdagangan

b} pelatihan teknologi tepat guna;

c) pelatihan pembentukan dan pengembangan
koperasi;

d) pelatihan kerja dan ketrampilanbagi masyarakat
Desa, antara lain:
1. warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
2. tenaga  kerja usia produktif;
3. kelompok usaha ekonomi produktif;
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4. kelompok perempuan;

5. kelompok pemuda;

6. kelompok tani;

7. kelompok nelayan;

8. kelompok pengrajin; dan

9.warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai
kondisi Desa.

e} kegiatan  peningkatan kapasitas lainnya untuk
pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu
produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan
dankondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah
Desa.

10) Melakukan pengawasan dan pemantauan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan
Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat
Desa,antara lain:

a) Pemantauan berbasis komunitas;

b) Audit berbasis komunitas;

c¢) Pengembangan unit pengaduan di Desa;

d) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk

penyelesaian masalah  secara mandiri oleh Desa;

e) Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk

pertanggungjawaban dan  serah  terima  hasil
pembangunan Desa; dan

f) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis

kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam
musyawarah Desa.
4. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai
Dana Desa
a. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan

Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis

kegiatan lainnya diluar daftar kegiatan yang tercantum dalam

pedoman umum ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang
dipilih harus:

1} tercantum dalam Peraturan Bupati, Desa tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa;

2) tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan
Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa; dan

3) termasuk dalam lingkup wurusan pembangunan Desa
dan pemberdayaan masyarakat Desa.
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b. Pengembangan kegiatan diluar prioritas penggunaan Dana

Desa
Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau pembinaan
kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas
penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19
ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat
penggunaan Dana Desadiluar kegiatan yang di
prioritaskan dapat dilakukan apa bila Bupati
menjamin bahwa seluruh kegiatan  pembangunan dan
pemberdayaan  masyarakat yang dibutuhkan masyarakat
Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

D.KETENTUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
1.Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan
Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang
sebesar- besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk
dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung
dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa. Sejalan
dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa,
maka kegiatan- kegiatan yang dibiayai Dana Desa dipilih harus
dipastikan kemanfaatannya untuk:

a) Meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan;

b) Meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga;
dan

¢) Meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan
kebutuhan warga miskin di Desa, warga penyandang disabilitas
dan marginal;

Berdasarkan ketentuan kemanfaatan kegiatan yang dibiayai
Dana  Desa, maka penentuan prioritas kegiatan dilakukan
dengancara:

a) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi peningkatan
kesehatan dan/atau pendidikan warga Desa lebih diutamakan;

b) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi pembukaan lapangan
kerja dan peningkatan pendapatan warga Desa lebih diutamakan;
dan

¢} kegiatan yang semakin bermanfaat bagi penanggulangan
kemiskinan lebih diutamakan.
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2. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Undang-Undang Desa memandatkan pembangunan Desa harus
mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan
guna mewujudkan pengarus utamaan perdamaian dan keadilan
sosial. Kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan dalam
pembangunan Desa diwujudkan dengan mengikut sertakan
masyarakat Desa dalam = perencanaan, pengorgarnisasiarn,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Dengan
demikian, kegiatan pembanguan dan pemberdayaan masyarakat
Desa yang dibiayai Desa harus dipastikan mengikut sertakan
masyarakat Desa mulai dari perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengawasannya.

Berdasarkan adanya keharusan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka
penentuan kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan
dengan cara:

a) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa
lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau
lebih sedikit didukung masyarakat Desa;

b) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh
masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah
Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan
dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan

c) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaanya oleh masyarakat
Desa lebih diutamakan.

3. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Desa dicapai dengan pemenuhan
kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa,
pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber
daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Wujud
keberlanjutan dalam pembangunan Desa dilakukan dengan
memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana
Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya,
pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dengan demikian,
kegiatan yang dipastikan keberlanjutannya  diprioritaskan
untukdibiayai dengan Dana Desa.

4.PrioritasBerdasarkanKepastianadanya Pengawasan
Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang
pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk
mengawasi penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, kegiatan yang
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dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat
diruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.
S. Prioritas Berdasarkan Sumber daya dan Tipologi Desa

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa melalui
pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam Desa
dengan mengutamakan mekanisme swakelola, swadaya dan gotong
royong masyarakat.

Perencanaan kegiatan Desa dapat mempertimbangkan Tipologi
Desa. Tipologi Desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi
nyata yang khas, keadaan terkini di Desa, maupun keadaan yang
berubah, berkembang dan diharapkan akan terjadi dimasa depan.
Pengelompokkan tipologi Desa dapat diuraikan sekurang-kurangnya
berdasarkan:

a. tipologi Desa berdasarkan kekerabatan meliputi:
1) Desa geneologis (dicirikan tali persaudaraan antar warga Desa
masih kuat];
2) Desa  teritorial (sebagai tempat pemukiman warga dengan
beragam asal keturunan); dan
3) Desa campuran geneologis-teritorial.
b. tipologi Desa berdasarkan hamparan meliputi:
1) Desa pesisir/Desa pantai;
2) Desa dataranrendah /lembah;
3) Desa dataran tinggi; dan
4) Desa perbukitan/pegunungan.
c. tipologi Desa berdasarkan pola permukiman meliputi:
1) Desa dengan permukiman menyebar;
2) Desa dengan permukiman melingkar;
3) Desa dengan permukiman mengumpul; dan
4) Desa dengan permukiman memanjang (seperti pada
bantaran sungai/pinggir jalan).
d. tipologi Desa berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan
utama masyarakat meliputi:
1) Desa pertanian;
2) Desa nelayan;
3) Desa industri (skala kerajinan dan/atau manufaktur
dengan teknologi sederhana dan madya);dan
4) Desa perdagangan( jasa-jasa).
e. tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan
Desa meliputi:
1) Desa sangat tertinggal;
2) Desa tertinggal;
3) Desa berkembang;
4) Desa maju; dan
3) Desa mandiri.
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Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi menetapkan bahwa Indeks Desa Membangun (IDM)
sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kemajuan Desa.
Ketetapan tingkatan kemajuan Desa yang diukur berdasarkan IDM
dapat menjadi dasar bagi Desa untuk menentukan prioritas
penggunaan Dana Desa dalam membiayai kegiatan pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat Desa.

E.MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Mekanisme penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti

proses perencanaan pembangunan dan anggaran Desa. Dokumen yang

dihasilkan dalam proses perencanaan Desa meliputi RPJMDesa,

RKPDesa dan APBDesa. Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk

bagian dari penyusunan RKPDesa dan APBDesa. Mekanisme penetapan

prioritas penggunaa Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap Musyawarah Desa

Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara
BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan
oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang
bersifat strategis, seperti penggunaan dana Desa dalam hal
pembagunan Desa dan beberapa yang lainnya dengan prinsip
partisipatif, demokratis, dan transparan.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan hal
strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam
musyawarah Desa. Penyelenggaraan musyawarah Desa dalam
rangka pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa yang
diadakan dalam rangka penyusunan RKPDesa.

Pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa dalam
musyawarah Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan
kegiatan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa
terkait prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam
dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai
peraturan perundang-undangan tentang musyawarah Desa.

2. Tahap Penyusunan Rancangan RKPDesa

Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan
musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana
Desa. Kegiatan- kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan
Dana Desa termuat dalam dokumen rancangan RKPDesa.

Dalam rangka penyusunan rancangan RKPDesa khususnya
terkait penggunaan Dana Desa, PemerintahDaerah Kabupaten
berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desadi
wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:
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a. pagu indikatif Dana Desa; dan

b. data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang
dihitung berdasar IDM.

Berdasarkan paguindikatif Dana Desa beserta data IDM, Kepala
Desa merancang prioritas penggunaan Dana Desa dengan
berdasarkan perhitungan terhadap:

a. kemanfaatan hasil kegiatan;

b. usulan dan aspirasi masyarakat Desa serta peran serta
masyarakat Desa dalam pelaksanaan kegiatan;

c. pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan serta perawatan dan
pelestariannya;

d. pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan;

e. pendayagunaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam serta
sumberdaya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola
secara mandiri oleh Desa; dan

f. tipologi Desa untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai
Dana Desa sesuai dengan kondisi obyektif yang ada di Desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan tipologi
Desa menjadikan jenis kegiatan yang diprioritaskan pada masing-
masing Desa yang sangat beragam. Untuk itu, dalam pedoman
umum ini hanya diberikan contoh-contoh program/kegiatan
sehingga Desa-Desa masih memiliki keleluasaan untuk memilih
kegiatannya yang sesuai dengan tipologi Desanya.

Contoh:

Desa A : tipologi Desa perbukitan-
perkebunan/perladangan- campuran-tertinggal
dan sangat tertinggal

Desa B: tipologi Desa lembah-pertanian/sawah-

teritorial- berkembang
Desa C: tipologi Desa pesisir-nelayan-geneologis-maju
dan mandiri
Contoh rencana prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017
dengan mempertimbangkan beberapa tata cara penentuan prioritas
penggunaan Dana Desa disajikan pada tabel di bagian akhir
Pedoman Umum ini.
. Tahap Penetapan RKPDesa
Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat
Desa rancangan RKPDesa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan
yvang akan dibiayai dengan Dana Desa. Kepala Desa
menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa
(musrenbang Desa) yang dihadiri oleh BPD dan unsur masyarakat
Desa. Rancangan RKPDesa, termasuk rancangan prioritas kegiatan
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yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam
musrenbang Desa. Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa
menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun
Peraturan Desa tentang RKPDesa.

. Tahap PenyusunanRancanganAPBDesa .

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah
Bupati menetapkan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian
dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan peraturan Bupati
dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masing- masing
Desa. Bupati berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan
kepada Desa-Desa Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian
dan penetapan rincian Dana Desa.

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana
Desa dengan berpedoman kepada RKPDesa. Dana Desa dibagi
untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan
yang sudah ditetapkan dalam RKPDesa. Kepala Desa dilarang secara
sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana
Desa yang sudah ditetapkan dalam RKPDesa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian
dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa
berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada
masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa. Sosialisasi rancangan APBDesa dilakukan sebelum
dokumen Rancangan Peraturan Desatentang APBDesa disampaikan
Kepala Desa kepada Bupati.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk
menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan
penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah
ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal
Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana
Desa yang sudah ditetapkan dalam RKPDesa, maka BPD
berkewajiban  menyelenggarakan musyawarah Desa untuk
membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa.
Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang
disampaikan Kepala Desa kepada Bupati harus dipastikan diterima
oleh sebagian besarmasyarakat Desa.

. Tahap Review Rancangan APBDesa

Bupati berkewajiban mereview Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa khususnya rencana penggunaan Dana Desa.
Review dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-
kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal
sebagai berikut:
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a. termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-
usul dan kewenangan lokal berskala Desa;

b. termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan
masyarakat Desa;

c. tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten;

d. prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum
dalam Rancangan APBDesa direncanakan sesuai
denganmekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana
Desa yang diatur dengan peraturan perundang- undangan
termasuk  Pedoman Umum Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

IR
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BABIII

PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A .PENDAMPINGAN

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan
pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa. Intinya adalah
masyarakat Desa didampingl untuk terlibat aktif dalam penetapan
prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga Dana Desa dipastikan
membiayai kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa.

UUDesa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan
masyarakat Desa dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam
proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasanp embangunan Desa.
Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan
kebutuhan. Pendampingan Desa pada level Desa secara  teknis
dilaksanakan oleh satuan ketja perangkat daerah Kabupaten dan dapat
dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan
masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang- undangan.

B.PEMBINAANDAN PENGAWASAN
1. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten wajib membina dan
mengawasi pelaksanaan penggunaan DanaDesa;
2. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten
meliputi :.
a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana
Desa;
c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan
Dana Desa; dan
d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan
pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.
3. Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi:
a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait
penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

AR RRRRRREwE.
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BAB IV
PELAPORAN

1. Pelaporan dari Desa kepada Bupati

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan
proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan,
kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas
penggunaan Dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan
prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati sebagimana Format 1.
Terlampir yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

a. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

b. Peraturan Desa tentang RKPDesa;

¢. Peraturan Desa tentang APBDesa; dan

d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

2. Mekanisme Pelaporan dari Bupati kepada Gubernur
Bupati menyampaikan laporan dengan dibantu tenaga ahli
profesional tingkat Kabupaten kepada Gubernur
3. Mekanisme Pelaporan dari Gubernur Kepada Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Laporan Gubernur disampaikan kepada Menteri Desa, PDT dan
Transmigrasi melalui Direktur Jenderal Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa paling lambat 2 (dua) minggu setelah
diterimanya seluruh laporan dari kabupaten.
4. Mekanisme PelaporandalamKondisi Khusus
Dalam hal yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara
mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan diluar mekanisme
laporan berkala. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas
disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

R R
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BABV
PENUTUP

Penetapanprioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017 ini disusun
agar dapat dijadikan pedoman oleh Desa dalam menyusun petunjuk
penetapan prioritas penggunaan dana Desa atau dalam rangka sosialisasi
sebelum proses perencanaan Desa dimulai, serta menjadi bahan
pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di Desa
khususnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 2017, dan dapat
dikembanKabupaten Bolaang Mongondow Timur .

/%UPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,\,
SEHﬁ\IDJAR
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN RINCIAN, PEMBAGIAN, PENGALOXASIAN,
PENYALURAN DANA DESA (DD) DAN EVALUASI PENGGUNAAN DAN
PENYERAPAN DANA DESA (DD) TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN MENGACU PADA

PERATURAN MENTERI DESA DAN PDT DAN TRANSMIGARSI
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA T.A 2017

Contoh Model: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun2 017

Provinsi

Kabupaten

Kecamatan

Desa :

Tipologi : Desa Pegunungan /Dataran Tinggi, Pertanian Pangan, Tertinggal
Dan Sangat Tertinggal

Produk Unggulan : Pertanian Sayur Mayur (Kentang, Kol, Wortel dll)

Bidang * - .

Keglatan ,

A.Pérribangunan Desa " -

W

1. pembangunan, a.pembangunan/peng |- memenuhi dan mendekatkan

pengembangan dan adaan tandon akses kubutuhan air bersih
pemeliharaansarana air/bak _ untuk penduduk Desa;
prasarana penampung air - membangun/pengadaan baru
lingkungan hujan atau air untuk bak penampung air
permukiman bersih dari sumber hujan

mata air,

b.pemeliharaan - mencegah kerusakan

saluran air bersih saluran air bersih

dari sumber mata |- menjamin pemenuhan

air ke rumah- kebutuhan air bersih untuk

rumah penduduk. penduduk

2. pembangunan, a.pembangunan jalan |-meningkatkan kualitas
pengembangan dan poros ' jalan poros Desa;
pemeliharaansarana Desa -memudahkan distribusi
prasarana hasil pertanian.
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transportasi b.pembangu -meningkatkan kualitas
nan jalan jalan lingkunganDesa;
lingkunga -memudahkan transportasi
n Desa hasil pertanian.

3. pembangunan, membangun -memaksimalkan pemanfaatan
pengembangan dan pembangkit listrik sumberdaya sungai untuk
pemeliharaan Sarana tenaga mikro pemenuhan energi di Desa.
prasarana energi. hidradan biogas -memaksimalkan

pemanfaatan kotoran
ternak.
Pidang L Kegiatan

= . -
1L e i

4. pembangunan,
pengembangan dan
pemeliharaan sarana
prasarana informasi
dan komunikasi.

Pengadaan,
pembangunan dan
pengembangan sistem
informasi dan
komunikasi Desa

Mewujudkan e-governmentdi
Desa.

5. pembangunan,
pengembangan dan
pemeliharaan sarana
prasarana kesehatan
masyarakat

a.Pembangunan
poskesdes, polindes
dan balai
posyandu.

pelayanan kesehatan
masyarakat.

b.pengadaan
alat-alat
kesehatan
untuk
poskesdes
/polindes

Pemenuhan peralatan
kesehatan masyarakat Desa.

c.Pengadaan
kebutuhan medis
(obat-ohatan,
vitamin, makan
tambahan, dan lain-
lain) dalam
mendukung
kesehatan
masyarakat Desa.

Pemenuhan kebutuhan medis
dalam mendukung kesehatan
masyarakat Desa.

6. pembangunan,
pengembangan dan
pemeliharaan sarana
prasarana

Pembangunan dan
pengembangan
gedung PAUD

memenuhi kebutuhan
pendidikan dasar untuk anak
balita/usia dini;

7. pengadaan, pembangunan,
pengembangan dan
pemeliharaansarana
prasarana usahackonormi
pertanian yang berskala
produktifdan usaha
ekonomi lainnya yang

meliputi produksi, distribusi

dan pemasaran untuk
ketahanan
pangan,

a. pembibitan
tanaman sayur-
sayuran

- mengurangi tingginya biaya
produksi pengolahan hasil
pertanian.

- meningkatkan pendapatan
petani sayur

b. pembangunan
pasar sayur
mayur

- meningkatkan akses
pemasaran hasil produksi
pertanian

- meningkatkan pendapatan

petani sayur

mendorong optimalisasi kegiatan
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¢. pembangunan - mengembangkan usaha
kandang peternakan pendukung
ternak usaha pertanian
- meningkatkan pendapatan
peternak dan petani sayur
d. pembangunan mendorong kesadaran petani
sarana memanfaatkan pupuk organik;
prasarana
pengolahan

8. program/kegiatan lainya
yang sesuai dengan
analisis kebutuhan dan
kondisi Desa yang

&jﬁe'mberdayaaﬁ‘ Masyarakat Desa;

1. Dukungan kegiatan a. Pendirian dan - Meningkatkan usaha

y

ekonomibaik yang pengembangan ekonomi di Desa,
dikembangkan oleh BUM Desa/BUM
ggns'fai‘::a/ BUM Desa b. pelatihan - meningkatkan pengetahuan
g ~ manajemen usaha | dan keterampilan pengurus
BUM atau anggota dalam
Desa/BUMDesa mengembangkan usaha
Bersama, ekonomi di Desa,
¢. bantuan - membantu pengembangan
permodalan usaha ekonomi di Desa.

2. Peningkatan kapasitas a. pelatihan pertanian |- meningkatkan keterampilan
pelaku usaha ekonomi organik penduduk mengelola pertanian
Desamelalui pelatihan organik;
dan pemagangan. , - meningkatkan nilai tambah

komiditas ekonomi lokal.
- Bidang®' B Tujuan ;

b. Pelatihan - memberikan pengetahuan
penggunaan penggunaan sarana
sarana prasarana prasarana produksi
produksi pertanian dan usaha
pertanian dan ekonomi lainnya
usaha ekonomi
lainnya

3. bantuan peningkatan a.pelatihan merevitalisasi tradisi lumbung
kapasitas untuk program peningkatan padi Desa;
dan kegiatan ketahanan kualitas
pangan Desa

b. pelatihan meningkatkan pengetahuan

pengolahan dan masyarakat terhadap berbagai
pemasaran hasil  |janeka dan cara pengolahan hasil

pertanian dan pertanian dan usaha ekonomi
usaha ekonomi lainnya.
lainnya.
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4. pengorganisasian
masyarakat, fasilitasi,
bantuan hukum
masyarakat dan pelatihan
paralegal diDesa

a. pelatihan meningkatkan kemampuan
paralegalDesa. masyarakat danDesa
menyelesaikan sengketa
hukum secara mandiri tanpa
melalui jalur pengadilan
b. pelatihan - meningkatkan penyelesaian
penyelesaian sengketa hukum dalam

mediasi sengketa
hukum berkaitan
pengelolaan aset
Desa serta,
penyimpangan
penggunaan
keuangan dan
aset Desa.

penggunaan aset Desa.

- meningkatkan pencegahan
dan penanganan korupsi

5. Sosialisasi dan

edukasi kesehatan
masyarakat.

a. Sosialisasi

- meluaskan pemahaman

ancaman masyarakat Desatentang
penyakit ancaman penyakit di Desa.
di Desa.

b. Edukasi gerakan - mendorong perilaku hidup
hidup bersih bersih dan sehat.
dan sehat di
Desa.

program/kegiatanlainyayan
gsesuai
dengananalisiskebutuhanda|
n kondisi Desa yang
diputuskan
musyawarah Desa

dalam




ContohModel:Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun2017

Provinsi :
Kabupaten : Kecamatan
Desa :
Tipologi : DesaDaratan/Hamparan, Tanaman Pangan/IndustriBahan
Pangan,Berkembang
Produk Unggulan : Pertanian Pangan dan Industri Bahan Pangan (Beras, Jagung)
]~ Bidang . % kegiatari - Tujuzn
|A.Pembangunan Desa [ i
1. pembangunan, pengembangan dan | a. pembangunan jalanDesa.| -meningkatkan
pemeliharaansarana prasarana kualitas jalan
lingkungan permukiman Desa;
-memudahkan
akses permukiman,

b. pengadaan dan -mendorong
pengembangan sarana masyarakat
prasarana pembuangan bertanggungja
sampah Desa/ bank wab terhadap
sampah Desa. pengelolaan

sampah secara
mandiri,

c. Pengadaan dan -mendorong
pengembangan kemanfaata
sarana prasarana ndaur
daur ulang sampah ulang

sampah
untuk
mengurangi
pencemaran
lingkungan
2. pengadaan, pembangunan, a. pembangunan dan -menjamin
pengembangan dan pemeliharaan saturan kelancaran
pemeliharaan sarana prasarana irigasi tersier. pasokan air
produksi dan pemasaran hasil ke areal
usaha pertanian pertanian,
-menjaga kualitas
bangunan saturan
irigasi.

b. Pemmbangunan dan -mendorong
pemeliharaan sarana pengembang
prasarana pembibitan an pusat
tanaman pangan pembibitan

tanaman
pangan

-mengurangi
ketergantunga
n petani
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c. pembangunan dan -mendorong
pengembangan sarana kesadaran
prasarana pengolahan masyarakat
pupuk petani dalam
kandang/kompos/ban menggunakan
k kompos. pupuk

kandang/
kompos/bank
kompos;

d. pembangunan sarana -memudahkan
prasarana pengolahan akses petani
hasil pertanian serta pa(h/_]agung
pengadaan mesin pada pusat-
penggilingan padi dan pusat
mesin penepung biji— penggih’ngan
bijian padi/jagung;

-mengurangi biaya.
produksi tinggi
pengolahan hasil
pertanian.

e. pembangunan menyediakan
ruangpromosi ruang
produk hasil promosi hasil
pertanian produksi

pertanian

3. pengadaan, pembangunan, a. pembangunan penyediaan
pengembangan dan posyandu/poskesd pelayanan
pemeliharaan sarana prasarana es/polindes kesehatan
kesehatan Masyarakat masyarakat

Desa.

d. memperbaiki melestarikan
bangunan cagar situs-situs
budaya {misalnya budaya.
sarkofagus, dan lain-
lain) punden, candi,

5. pembangunan dan pengembangan |a. membangun rintisan memaksimalkan
sarana prasarana energi baru mikrohidro, tenaga kemanfaatan
terbarukan serta kegiatan surya, dan Biogas sumberdaya alam

pelestarian lingkungan hidup

untuk penerangan
Desa

b. membangun sumur
resapan

-menjaga air
permukaan
keberlanjutan

-mencegah banjir
dan menjaga
kualitas air tanah




6. Program/kegiatan lainya yang
sesuai dengan analisis kebutuhan
dan kondisi Desa yang diputuskan

dalarn musyawarah Desa.

B ;if.Ré_';mberdayani_l}"Masyéi'akat De§a'

1.

Dukungan kegiatan ekonomi
baik yang dikembangkan oleh

BUM Desa/BUM DesaBersama.

a pengembangan  usaha
. perdagangan yang
dikelcla oleh
BUMDesa/BUM  Desa
Bersama.
b Meningkatkan penyertaan di
BUMDES/ BUMDES Bersama|
c Pelatihan manajemen

perencanaan bisnis dalam
pengelolaan Bumdes/ Bumdes
Bersama

-meningkatkan
akses pasar
petani yang
dikelola secara

Bersama-sama

- meningkatkan

nilai tambah

komoditas ekonomi
lokat

Memperkuat modal
Bumdes yang
dimiliki desa

meningkatkan
keuntungan
BUMDesa untuk
penambahan
Pendapatan
AsliDesa

meningkatkan
kapasitas pengelola
BUM Desa/BUM
Desa Bersama

- kegiata

Tujuna }

T, o

d. pengembangan
kerjasama
perdagangan antar
BUMDesa.

- meningkatkan

sumber- sumber
penerimaan Desa,
dengan
mengembangkan
kerjasama antar
BUMDesa;

- memperluas

wilayah pasar
dan
meningkatkan
daya tawar
BUMDesa
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2. Peningkatan investasi
ekonomi Desa melalui

pengadaan, pengembangan

atau bantuan alat- alat
produksi, permodalan,

pemasaran dan peningkatan
kapasitas melalui pelatihan

dan pemagangan.

a. pelatihan -meninglkatkan
pengolahan bahan keterampilan
pangan penduduk di

pengolahan hasil

pertanian pangan;
-meningkatkan

nilai tambah

komiditas

ekonomi

lokal.

b. pembentukan pos -meningkatkan
pelayanan teknologi kuantitas dan
perDesaan untuk kualitas
penerapan teknologi pengolahan hasil
tepat guna pengolahan pertanian
hasil pertanian -meningkatkan
tanaman pangan. nilai tambah

komiditas
ekonomi
lokal.

c. pengadaan induk sapi ~meningkatkan
dan inseminasi buatan kemandirian
yang dikelola oleh petani dalam
gabungan kelompok menyediakan
tani pupuk

kandang

-menciptakan
pendapatan
tambahan bagi
petani

d. pameran hasil - mengenalkan

produksi
pengelolahan
tanaman pangan

produk kerajinan
dan industri
rumah tangga
kepada pasar.

e. pelatihan e- - memperlkuat
marketing dan kapasitas strategi
pembuatan pemasaratl
website  untuk produk
pemasaran hasil lokalDesa.
produksi
pertanian

3. bantuan peningkatan a. musyawarah/rembug menghidupkan

kapasitas untuk program
dan kegiatan ketahanan
pangan Desa

warga untuk
menfungsikan kembali
tradisi lumbung
padi/hasil pertanian
lainnya.

lumbung Desa
untuk ketahanan
pangan
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b. pelatihan teknologi meningkatkan
tepat guna pengetahuan
pengolahan dan masyarakat tentang
penyimpanan bahan teknologi
pangan hasil pengolahan hasil
pertanian. pertanian untuk

ketahana
pangan,

4. pengorganisasian masyarakat, |a. pelatihan paralegal Desa. meningkatkan
fasilitasi, bantuan hukum kemampuan Desa
masyarakat dan pelatihan menyelesaikan
paralegal di Desa sengketa hukum

secara mandiri
tanpa melalui jalur
pengadilan

B | eegiatan T -

b. pelatihan penyelesaian - meningkatkan
mediast sengketa penyelesaian

hukum berkaitan
pengelolaan asetDesa
serta, penyimpangan
penggunaan
keuangan dan
asetDesa.

sengketa hukum
dalam
penggunaan
asetDesa.

- meningkatkan
pencegahan dan
penanganan korupsi

9. promosi dan edukasi
kesehatan masyarakat
serta gerakan hidup
bersih dan sehat

sosialisasi dampak negatif
pupuk kimia terhadap
kesehatan manusia

meningkatkan
pencegahan dampak
negatif pupuk kimia;

6. peningkatan kapasitas
kelompok masyarakat
untuk energi terbarukan
dan pelestarian
lingkungan hidup

pelatiban pemanfaatan limbah
organik rumah tangga dan
pertanian serta limbah
peternakan untul energi
bicgas

pengembangan energi
alternatif untuk
pengolahan hasil
pertanian

7. program kegiatan lainya
yang sesuai dengan
kondisiDesa dan telah
diputuskan dalam
MusyawarahDesa.
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ContohModel:Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Provinsi
Kabupaten
Kecamatan
Desa
Tipologi

Desa Pesisir, Mina-Laut, Mandiri /Maju
Produk Unggulan : Desa Wisata

}.7. ~ Bidasang.

e,
PR

Kegiatan

i

%‘m .

1. pembangunan, pengembangan
dan pemeliharaan
infrastruktur lingkungan
permukiman

a. pembangunan
tembok laut
kawasan wisata
laut.

-memperkuat tebing/bibir
pantai lokasi wisata pantai;

-mengurangl ancaman abrasi
erosi pantai;

-mengembangkan keindahan
kawasan pandang pantai.

b. rehabilitasi dan
pemeliharaan
Joggingtrackw
isatawan.

-meningkatkan
kenyamanan
wisatawan.

-meningkatkan
kesehatan warga.
masyarakat Desa.

2. pembangunan, pengembangan
dan pemeliharaan sarana dan
prasarana kesehatan
masyarakat

a. pembangunan
tambahan ruang
rawat inap
Poskesdes
{posyandu
apung/perahu).

-mengembangkan
fasilitas layanan
kesehatan untuk
masyarakat dan
wisatawan.

-menyiapkan unit untuk
penanganan darurat.

b. rehabilitasi dan
penambahan unit
fasilitas jamban
publik.

-memberikan kenyamanan
fasilitas publik

-mengurangi perilaku
masyarakat dan
wisatawan BAB

sembarang
¢. pengadaan -melengkapi kebutuhan
tambahan sarana prasarana
peralatan kesehatan.

3. pembangunan, pengembangan
dan pemeliharaan sarana dan
prasarana pendidikan, sosial
dan kebudayaan

a. membangun

-menyediakan arena untuk

panggung atraksi seni budaya di
hiburandi kawasan pantai.
ruang

b. penambahan -mencukupi kebutuhan
bahan-bahan informasi dan
promosi dan buku | pengetahuan wisatawan
pendidikan tentang terumbu karang,

tentang pantai dan
laut.

penyu, ikan dan jenis
flora/fauna laut lainnya
terkait paket wisata pantai
dan laut;

Tujuan

v
ha B2 R %
or I

o

i

Kegiatan

- 2 i i 4

{.
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membangun
fasilitas
penunjang
acara tradisi
“sedekah
laut”.

-menyediakan ruang terbuka
yang aman dan nyaman
bagi kegiatan budaya lokal
yang memiliki nilai wisata;

-mendorong interaksi sosial
dan budaya lokal tetap
terjaga;

4. pengembangan usaha ekonomi

masyarakat, meliputi
pembangunan dah

pemeliharaan sarana prasarana,

produksi dan distribusi

a. membangun pusat

budidaya,
pembenihan dan
keramba ikan
kerapu, konservasi
tukik

penyu dan terumbu
karang

-mendorong kemampuan
nelayan budidaya untuk
mencukupi kebutuhan
benih dan produksi ikan,

-mengembangkan tempat
konservasi dan fasilitas
paket wisata

-mendorong meningkatnya
pendapatan
petani/nelayan dan
sekaligus PADes.

b. rehabilitasi dan

perluasan
tambatan
perahu.

-membuka akses dan
meningkatkan produksi
tangkapan;

-meningkatkan
pelayanan wisata
memanecing;

-mendorong meningkatnya
PADes.

C.

rehab pasar ikan

milikDesa

-meningkatkan pelayanan
transaksi hasil laut;

~mengembangkan
potensi interaksi
warga-wisatawan untuk
membeli produksi laut
segar;

-mendorong meningkatnya
PADes.

5. pembangunan dan
pengembangan sarana-
prasarana energi terbarukan
serta kegiatan pelestarian
linglcungan hidup

pelestarian/perl
indungan
penyu dan
terumbu karang

-melestarikan penyu
-melestarikan terumbu
karang;
-meningkatkan
kemanfaatan aset
Desa.
-mengembangkan paket
wisata bahari
-meningkatkan PADes
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]~ . . Bidang Kegiatan Tujuan
b. o -mengurangi resiko
pembibitan/ pengikisan pantai,
penanarinan bencana perembesan air
cemara laut laut ke sumur wargadan
dan bakau.

penahan alami bencana

tsunammi;
-mengembangkan paket

wisata bahari
-meningkatkan PADes

¢. pengadaan
sarana prasaran
pengelolaan
sampah terpadu
bagi rumah
tangga dan
kawasan wisata;

-menyediakan kebutuhan
perlengkapan pengelolaan
sampah rumah tangga.

-mengolah sampah dan
menjadikan nilai guna
limbah untuk
pengembangan energi dan
kepentingan lain.

6. program kegiatan lainya yang
sesuai dengan kondisiDesa dan
telah diputuskan dalam
MusyawarahDesa dan
Musyawarah Perencanaan
Desa.

1. peningkatan investasi ekonomi

Desa melalui pengadaan,
pengembangan atau bantuan
alat- alat produksi,
permodalan, dan peningkatan
kapasitas melalui pelatihan
dan pemagangan

a. Pelatihan benih
kerapu, tukik dan
budidaya cemara
laut dan bakau.

-meningkatkan
pengetahuan dan
keterampilan budidaya
hasil laut dan
konservasi.

-mendorong produktivitas
ekonomi budidaya laut dan
konservasi.

b. Kursus/pelatihan | -meningkatkan nilai
kerajinan tangan ekonomi bahan baku
berbahan baku lokal,
limbah laut -meningkatkan
(kerang, kayu, keterampilan membuat
bakau dan cemara kerajinan tangan
laut). berbahan lokal.

c. pelatihan kuliner | -meningkatkan
dan pengetahuan dan
pengembangan kuliner,
makanan lokal

sebagai komoditas
strategi ekonomi-

-memproduksi clahan hasil
laut dan sejenisnya
sebagai penunjang sektor

(_

wisata. wisata.

2. dukungan kegiatan ekonomi a. pelatihan -mendorong tumbuhnya
baik yang dikembangkan oleh kewirausahaanDes | minat kewirausahaan
BUMDesa dan/atau BUMDesa a untukpemuda. bagi kalangan pemuda
Bersama, maupun oleh Desa.




- 13-
Kegiatan Tujuan
TR e L TR D
b. pengembangan ~mendorong
bisnis dan pemerintah Desa, BPD
pemetaan dan masyarakat Desa
kelayakan mengetahui posisi strategis
BUMDesa dan unit bisnis yang akan
BUMDesa dikembangkan melalui
Bersama. BUMDesa dan/atau
BUMDesa Bersama.

3. bantuan peningkatan musyawarah/rem menghidupkan kembali tradisi
kapasitas untuk program bug warga untuk ketahanan pangan dengan
dan kegiatan ketahanan menfungsikan mengembangkan lumbung
pangan kembali tradisi padi.

lumbung
padi/hasil

pertanian lainnya.

4. pengorganisasian masyarakat,
fasilitasi, bantuan hukum
masyarakat dan pelatihan
paralegal di Desa

a. pelatihan paralegal

melatih keterampilan
wargaDesa untuk
memetakan dan
menyelesaikan masalah
melalui jalur di luar
pengadilan.

b. pelatihan
penyelesaian
mediasi sengketa
aset diDesauntuk
wargalDesa,

melatih keterampilan bagi
wargaDesa tentang
penyelesaian sengketa
aset diDesa.

5. promosi dan edukasi
kesehatan masyarakat serta
gerakan hidup bersih dan
sechat

a. festival makanan
olahan hasil lant

-mengangkat keunggulan
ekonomi menu laut;
-sebagai ruang promosi
produk olahan makanan
berbasis
potensi lokal;
-mendorong gaya hidup
sehat ala pesisir.

b. lomba
melukis/menul
is keindahan
alam dan hidup
bersi dan sehat
“anak pantai”.

-mengenalkan pola hidup
bersih sejak dini kepada
anak dan orang tua;

-mencari hakat anak- anak
pantai;

-paket wisata.

6. dukungan terhadap a. pelatihan membekali keterampilan
kegiatan pengelolaan pengolahan hasil | pengolahan sunber daya laut
pantai untuk laut dan pantai dan pantai untuk para petani
kepentingan Desa; untuk petani dan nelayan

budidaya dan
nelayan tangkap;
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mendorong berfungsinya

membentuk/me kembali kelembagaan
mperbaharui lokalDesa yang memiliki peran
kelembagaan terhadap produksi dan
lokal untuk pelestarian lingkungan laut.
menjaga,
kelestarian

pantai dan laut
termasuk bakau,
terumbu karang
dan wilayah
tangkap dan
pelestarian
lingkungan laut.

7. program kegiatan lainya
yang sesuai dengan
kondisiDesa dan telah
diputuskan dalam
MusyawarahDesa.
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LAMPIRAN 1l

PEEATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR

TAHUN 2017

TENTANG
TATA CARA PENETAPAN RINCIAN, PEMBAGIAN, PENGALOKASIAN,
PENYALURAN DANA DESA (DD)

DAN EVALUASI PENGGUNAAN DAN PENYERAPAN DANA DESA (DD)

Kertas Kerja (Worksheet) Penghitungan Dana Desa Setiap Desa

TAHUN ANGGARAN 2017
Alokasi Formula
Tumiah Raslo Jumish Sobot Luas Witaysh Rasio Luss Rk Indeks Kesulit: == s Total Bobot Alokasi Formula | per-Desa
Penduduk Penthuduk ‘Wileysh Goografls
L — (2 {2 D] 2 5] 2 8 (10) {21) (12) (13) (14) _{25) (16] (oo a.0e | m | el
1 AN KAYUMOYONDI 704,684,450 955 [ Qo035 45| 0097 aoom | 2, 007 gooo | 34211379 00108 ¢ qe103 ssassan| 770.190.134,03
2 TOMBOLIKAT 704.694 450 1038 00153 0,0038 54 0,0116 nood | 1,535443] 00017 oo002 | 25,341545 0.0078 0.0023 0.0104 asasasez20| 770.579.143,20
[ TUTUYAN 704.694.150 1765, 00260 0,0065 59 0017 oooss | 1,088769] 0,001 aooor | 34955164 00107 0,001 00143 sose s34 | 795.263.803,42
4 TOGID T04.694 450 1446 a0 0.005% 158 0,0839 00119 1,56336] Q0017 ooooz | 32,220698 0,0099 0,009 0.0203 19oases | 833.738.379,66
5 DODAP 704.694.450 1069 00158 0,0039 42 0,0090 0,002 12,055658[ 06,0132 08,0011 34,056189 0,0108 0,0031 0,0116 mamanz| 778.003.671,70
6 DODAP PANTAI 704.694 450 884 0,0130 00033 47 00101 00035 0,9691.85] 20010 oooos | 43,858185 00135 0.0040 0,0109 sy assone | 774.048.532,99
7 TUTUYAN I 704.694 450 1448 0,014 0,0083 114 0,045 gooss | 1,242313] 0,004 gooor | 37,306189 00115 00034 0.0175 110sso0s670 | 815.554.506,70
e TUTUYAN i1l 704.694.450 1185 00175 0,004 48 00108 0,0036 0,9771 0011 10,0001 39,696275 00122 00037 a7 reassapsso | 779.150.936,60
9 TOMBOUIKAT SELATAN T04.694 450 1065 00157 0.0039 B9 a.0148 00052 2,135662 0,0023 10,0002 42,264931 0,0150 0.0039 0.0137 msmsss7z| 788.665.006,73
10 DODOP MIKASA 704.694.450 702 0.0108 00026 27 0,0058 oooz0 | 10,375771 Q0114 20,0011 48,14966 0,0148 0,006 00102 ses39 20664 | 769.333.556,64
11 |KOTABUNAN |KOTABUNAN 704.694.450 1443 00213 00083 120| aa2sy oooe | 52,305113) 00575 aoos |  27,784126 04,0085 0,006 aas usaicsz4r| 848.317.502,47
2 |BU'IAT T04.694.450 667 0.0098 0.0025 97 0.0208 0.0073 16,6467BI Q0183 aoois | 28,689486 0.0088 0,0026 0142 90196 a5852 | 794.891.308,52
1 ia.i LAWAN T04.694.450 1033 00152 0.0038 152 0.0226 oot | 2,84 1421] a.0011 o000l | 37,761581 20116 0,0025 40190 10854 7372 | 825.349.183,72
" [PARET T04.694.450 714 00108 00026 48 0.0108 ooos | 2,033908 a,0022 ooooz | 40,533411 00124 0,0037 00107 ss g0 1950¢ | 769.364.645,04
15 mem 704,654,450 364 0.0054 00013 37 0,007 aoozs | 11,236652 Q6123 aooiz | 45,361616 00139 Q0042 06,0095 6047 p667 | 765.170.296,67
15 |suyaT | 704.694.450 549 0,0081 20020 111 0,023 oocoss | 3,667419 20040 oooe | 39876324 0122 0.0037 00144 orsc2msm | 796,297.285,79
1”7 |BuyaT 1t 704.694.450 507 0,007 0,0019 18 00039 coo1a | 15923277 00175 gooy7| 38,420313 00118 0,003 0.0085 si971e4157| 758.666.391,57
18 BUYAT SELATAN 704.694.450 874 00129 00032 127 00273 oooms | 10,111857 02,0111 ooour | 42,215324 0,0130 0,0039 00178 11268609651 | 817.380.486,51
19 BUYAT TENGAH 704.694.450 572 0,008¢ 0,002 116 0,049 oo087 | 22,714286| 00250 ooazs | 33,210014 00102 0,0031 00184 10350z &3904 | 808.587.089,04
20 BUYAT BARAT 704.694.450 641 0,0085 4,004 22 06,0047 o007 | 10,374677 Q0114 0,0011 40,775988 00125 0,0038 0,008 ses1427¢7 | 761.215.877,47
21 BULAWAN SATU 704.604.450 997 00147 06,0037 147 0,0516 o1l 2,124427 0,0023 aoooz | 43,997647 00135 aoodl 00180 wosmies | B25.266.631,15
2 BULAWAN DUA T04.694.450 1m2 00149 0,0037 149 0,020 gorrz | 2,655534 00029 oooas | 52,016734 0,0160 00048 0,0200 wessosscz | 831.624.894,62
n KOTABUNAN SELATAN 704.694.450 795 00117 00029 66 0,0142 aooso | 32,120087 0,0353 06,0015 26,029455 0,0080 a,0004 0.0138 sreasieas2 | 792.332.64852
M KOTABUNAN BARAT 704,694,450 1269 00187 0,0047 106 o,a228 0,0080 3,485901 0,008 06,0008 44,351386 0,0136 0,0041 00171 1wasseszzs | 813.234,022,25
P PARET TIMUR 704.694.450 685 00101 0,002 46 00009 oooss | 1581363 0017 00002 33,0322 00101 00030 00092 saa1 85704 | 763.036.307,04
2 |NUANGAN IDUMUN 704.694.450 714 0,6105 00026 149 00120 gonez | 25125434 00278 aoazs | 57905031 00178 20,0083 00219 1mosonsasd | 843.754,540,94
27 MATABULU 704.694.450 529 0.0078 00020 12 Q0026 00008 | 30,605847 00336 coom | 56988148 00175 0,0082 00115 r2ra2e953 | 777.396.719,53
28 NUANGAN 704.694.450 508 06,0005 00018 18 00039 oootd | 2,782432 15,0031 cooos | 49,046618 00151 02,0045 0.0080 siosan | 755.739.921,70
» JIKO BELANGA 704.694 450 927 60137 00034 243 00827 so1a3 | 10971439 00121 goo1z |  62,074127 g.0191 6,007 0.0288 18142768408 | 886.122.134,08
30 NUANGAN | 704.694.450 789 00116 0.0029 162 00348 ao122 | 16471118 go181 gons | 29,630357 0,0091 q0027 0.0196 14465 6353¢ | 829.160.085,34
it IYOK 704.694 450 618 00081 00023 77 06,0165 oomss | 6,141773 0,0067 gooor | S0,084708 0,0154 0,0046 G014 sess3 138 | 789.387.581,84
a2 LOYOW 704.694.450 719 09,0106 06037 39 0.0084 go02e | 7,607423 0,0084 qoo08 | 47,158189 0,0145 0,004 qo108 ss 249515356 | 772.943.965,56
1 BAI 704.694,450 778 00115 00029 31 0,0067 go023 | 30,708863) 00337 ocom | 45501325 0,0340 0,0042 00128 soges 2575 | 785.638.875,75
2 NUANGAN BARAT 704 694.450 200 00118 0,0029 28 0,000 60021 | 6,479092 00071 o007 | 47,06871 00144 0,0043 00101 se06039720 | 768.754.847,20
» NUANGAN SELATAN 704.694.450 720 0,0108 00027 25 00084 Qo019 | 6,757335 0,004 ouor | 47818767 0,047 00044 0,0097 sis91 78960 | 766.086.219,60
a MATABULU TIMUR 704.694 450 791 o117 o029 17 00037 go012 | 92,020228 01011 00101 | 65,638388 caar 0,0060 0,0200 1eoseac0sr | 833.752.850,87




Alokasl Formula
No. |  Kecamatan Nama Desa Alokasi Dasar [ : —utap Tetudi, ekt e i Pagt Dana Desa
sumish | Rasiosumiah | SV PR [ T ot Bkt
Penduduk Penduduk Miskin .u" ik Wilaysh Geografis

{1 , {_&_‘) = — 3] {‘_l — 15}_ ! 18] . {7 - & 2 - {20) i lj_!] : 2/ - - | (17)=(7) - (10) - (33) » (16) . hn

36 |MOTONGKAD MOLOBOG 704.694,450 768 Ao o002 | ! o008 ooon2 | 40,3 _Goma|  ooou 2934 3| Q0028 it i
ar MOTONGKAD 704.694,450 360 0,0058 0.0013 20 0,0043 aoe1s | 39,602258 00835 0.0084 41459074 00127 0,0038 00110 a9 76146303 | 774.457.913,03
1 1KO 704.694.450 144 0.0110 00027 24 0082 ooo1s | 2931301 0,0032 00001 | 48,275893 00148 0.0044 0,009 sp.or7oms1 | 763.771.544,51
I ATOGA 704.694.450 433 0,0064 0,0016 14 06,0030 oooi1 | 6,514001 00072 o007 | 42,052604 00129 0.0099 00072 a9 9e701 | 750.594.417,01
40 MOTONGKAD UTARA 704.694.450 868 00128 ooax2 53 Q0154 oood0 | 37,68815 00414 Q0041 44,50091 00137 0.0041 00154 s7e1616242 | 802.510.612,32
42 MOTONGKAD SELATAN 704.694.450 389 02,0057 20,0014 22 20,0047 goo17 | 16,972396 06,0186 goo10 | 47,245539 ao1es 0,0044 00093 s900609736 | 763.700.547,36
43 MOTONGKAD TENGAH 704.694.450 741 00109 00027 42 00050 ooz | 7637578 00084 oooos | 34589543 0.0106 0.0082 0.0099 s2a7 20| 767.568.212,10
4 JIKO UTARA 704.694.450 361 0,0053 00013 12 6.0028 o009 | 2,093786 06,0023 gooaz | 46060967 0141 08,0082 0,0067 42524377 | 747.218.824,17
45 ATOGA TIMUR 704.694,450 217 0,002 0,0008 7 0015 06,0005 1,861143] 0,0020 0,0602 42,87491 00132 0.0039 0,0055 3475086400 | 739.445.314,00
45 MOLOBOG BARAT 566 0.0083 Q0021 30 00064 o002y | 37,618358 00413 00041 47,329765 0,0044

- LIBERIA 704.694.450 856 0,0126 0.0032 5 Q0011 oo00d | 11,166859 0,0123 00012 34770728 0,000

& PURWOREJO T704.694 450 M&l 0,009 00024 8 Qo017 0,0006 9,552463 0,0109 o011 36,56577 o011 0,0034 Qoors 725708793 | 751.951.507,93
50 BUYANDI 704.694,450 806 00119 0,000 57 00122 ooody | 2,945259 00032 0,0003 58,63735 00180 06,0084 2.0130 s23ins»ar| 787.015.979,37
81 TOBONGON 704 694,450 1236 00182 0.0046 36 06,0077 ooz | 10,078091 00111 02,0011 36,382946 (133 a0 ao117 mMiomass | 779.028.540,61
12 LANUT 704,694,450 1197 0,017 10,0084 18 0,009 o014 | 15829023 0,017 goo17 | 35981984 0.0110 0,0083 0,0108 5961376347 | 773.308.213,47
53 BADARO 704.694.450 442 0,0065 06,0016 31 0,0067 00021 | 24427505 0,0268 ooo2r| 46,578874 00143 06,0043 a0109 ev341441,78 | 774.035.891,76
s MODAYAG BARAT 704.694.450 1608 00237 0,0089 57 Q0122 0,0083 9,073073 0,0100 02,0010 36,731894 60113 0,0034 a.0146 92ms 84059 | 797.241.090,59
55 MODAYAG TIMUR 704.694.450 1474 Qo7 0.0058 107 c.0230 oooso | 7,607423 20,0084 20,0008 37,335682 06,0115 0,0034 o178 1258312637 | 817.277.576,37
56 PURWOREJO TIMUR 704.694.450 804 a0118 0,0030 26/ 0.0056 noo20 | 3,210472 08,0035 ooood | 37,692309 20115 0,005 0,0087 5544593555 | 760.140.445,56
57 LIBERIA TIMUR 704.694.450 808 aalis 0,0030 24 06,0082 aoo1s | 8444937 20,0093 16,0009 38,973354 00120 0,0036 06,0093 sagsr 023 | 763.676.150,23
58 PURWOREIO TENGAH T04.694 450 879 0L 00032 16 0.0034 0,0012 9,938505 00108 0,0018 34,670953 0,0106 0.0032 07,0087 55355 24541 | 760.049.705,41
59 CANDI REJO 704.694. 450 449 0,0068 0,0017 2 10,0004 06007 7970346 00088 0.0009 42,073283 0.0129 0,0099 0,0066 a1smerm| 746,274.262,74
a0 SUMBER REJO 704.694.450 421 00063 0,0016 14 0,000 aoe1t | 1,326065 02,0015 oooor | 43,100914 00132 0.0040 0,0067 425699245 | 747.451.442,45
1 |MOOAT MOAT _ 704,604,150 492 00 asonn 9 aome|  owor| 18439377 omer|  aowa| 3967350 ooz|  oeow aomr|  siesewa| 756.510.099,20
L GUAAN 704.694 450 622 00092 0,0023 96 06,0208 aoo7z | 7,823483] 02,0085 6,000 39,688712 0.0122 a.0a37 0,0140 sseseeserys | 793.639.012,76
&1 BONGKUDA| BARU 704.694.450 1014 o150 0,0037 10 0,0021 oooos | 4,885501 06,0054 0005 40,758226 00128 00038 00088 ssesssin| 760.379.961,70
[ BONGKUDAI UTARA 704.694.450 1011 00149 00037 3 00067 0,0023 6,692692 0,0074 6,0007 41,489356 00127 0.0038 00106 s7n3ea12| 772.008.081,12
[ KOKAPOI 704.694.450 714 @,0105 0,0026 99 oaa1s ooox | 1137601 0,002 0,0001 65,437867 a0201 06,0080 00162 saze07oe270| 807.601.542,70
66 MOKITOMPIA 704.694.450 735 00108 00027 113 00243 10,0085 4,191151 0,6045 0,0005 40,155623 00123 00037 00154 greazzeecoz | B02.127.440,02
67 MOTOTOMPIAN T04.694.450 268 00040 0,0010 41 0,0088 00031 4,330856 0,0048 0,0008 47,365583 00145 0004 00089 saeoeoaz3z| 761.191.392,32
6 BONGKUDAI TIMUR 704.694.450 437 10,0084 00016 13 0.0028 0,0010 0,370347 0,0004 0,0000 45518146 00140 00042 0,0068 4125998373 | 747.954.433,73
8 KOKAPOI TIMUR 704.694.450 542 00080 00020 75 00161 aooss | 5,841687 0,0064 o006 | 59,997985 00184 00088 00138 a7sea0592s | 792.238.509,26
b BONGKUDAI SELATAN 704.694,450 579 00088 00021 6 00013 qooos | 2,791715 Q0031 ooos | 42,182244 00129 00039 00088 4298126738 | 747.675.717,58




Alokasi Formula
Jumiah Pendudul Jumiah Penduduk Miskin Luas Wilaysh IKG Pagu Dana Desa
somtan, | masloumian | """" sl ST g, m T Rasto dndaks 5 Tatal Bobot Rlokasi Formula per-Desa
: Miskin Piskin = _Geografis
[T 2) 7] ) 5] {6) @ {5 s (10) (1) {12} (13) (24) (15) 18] 17)= (7] ¢ (10) + (13] + (3 (18) (39)= 4] - (13
71 |MODAYAG BARAT |MOYONGKOTA 704.694,450 1015 0,0150 0,0037 75 60161 og0ss | 4815708 00053 00005 28,271178 0.0087 08,0026 00125 m.3s5.83546 | 784.050.28546
7 BANGUNAN WUWUK 704.694.450 725 0,0107 00027 82 0,0176 o00er | 5513637 0,0081 00008 | 29,011703 0089 06,0027 00121 mas200934 | 781.526.459,14
b:] BANGKUDAI BARAT 704.694.450 1043 0,0154 0,0038 a7 0.0104 ooo3s | 6,979287 00077 0,0008 26,533467 6.0081 0,004 06,0106 sr1s32s566 | 771.8B48.275,66
x BONGKUDAI 704.694.450 1773 0,0261 0,0065 122 0,062 o0z |  9,073073 0,0100 0,0010 22,640152 0,00%0 00021 0,088 11916249958 | 823.856.949,58
» MOYONGKOTA BARU 704.694 450 1750 0,0258 0,006% 23 0,0049 oomz| 13,791071 00152 00018 35,78415 60110 06,0033 00130 &2 390 696,96 |  787.085.146,96
7 MOONOW 704.694.450 539 0,007 0.0020 37 0,007 00028 | 5946353 0,0085 aooo7| 31,612074 00097 00029 ©,0083 528972943 | 757.544.179,43
” INATON 704.694.450 867 0,0128 0,002 38 00082 0,002 5,58343 0,0061 ooo0s | 29,808715 00052 00027 0.0094 sy seaess77 | 764.383.119,77
7 BANGUMNAN WUWUK TIMUR 704.694.450 657 0,0097 0,0024 73 0,0157 0,005 2,791715 0,0031 06,0003 31,604963 00097 00029 o011 705945013 | 775.263.900,13
7 PINONOBATUAN 704.694.450 1229 0,0181 00045 a1 0195 oooss| 5513637 0,0061 10,0008 38447412 o118 0035 0,0155 oa41744391| 803.111.893,91
TANGATON 704.694.450 660 0,0097 0,0024 49 00105 00037 3,461726 0,0038 04,0004 42,736601 00131 0,0039 06,0104 e6.155 28203 | 770.860.732,03
Total 56.375.556.000 67.819 1,0000 0,25 4.656 1,0000 0,35 910 1,0000 0,10 3.257 1,0000 0,30 1,00 6.342.250.100,00 62.717.806.100,00
Penghitungan Bobot
Pagu Dana Dasa Kab [Z Bolaang I
Timur 63.422.501.000 P 25%
Hasil 7 Pagu Dana Desa X AK 35%
Pagu Alokast Dasar 704.694.456 LW 10%
Hasil Hitung Alokasi Dasar IKG 30%

Pagu Alokasi Formuls 5.342.250.100
Hasil Hitung Alokasi Formula
Jumiah Desa 80
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